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Sambutan

ndonesia memiliki kebijakan perlindungan biodiversitas terbaru yang dituangkan di dalam

Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE).
Di samping itu di penghujung 2024, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Rencana Aksi Keanekaragaman
Hayati Indonesia (Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan/IBSAP) 2025-2045 (IBSAP
2025 - 2045).

Di sisi lain, dunia saat ini tengah membahan implementasi Kunming-Montreal Global
Biodiversity Framework (KM-GBF) yang diadopsi pada tahun 2022, termasuk oleh Indonesia.
Target utama KM-GBF adalah menghentikan kehilangan biodiversitas pada tahun 2030.
Dalam peta jalannya, KM-GBF memiliki 23 target yang tersebar dalam fokus konservasi
dan restorasi hingga mengharuskan implementasi rencana perlindungan biodiversitas yang
inklusif. Indonesia sendiri telah mengadopsi 23 target ini ke dalam IBSAP menjadi 20 target
perlindungan biodiversitas.

Menyadari posisi penting Indonesia sebagai negara dengan biodiversitas yang tinggi, dengan
hutan tropis ketiga terluas di dunia setelah Brazil dan Republik Congo juga menjadi rumah
bagi biodiversitas bawah laut sebagai ‘the coral triangle’ Penting bagi Indonesia untuk
memastikan bahwa langkah-langkah konservasi dan restorasi memenuhi kebutuhan negara
dan mencukupi persyaratan dalam perjanjian internasional.

Oleh karenanya, Satya Bumi menyusun kajian ini sebagai upaya membaca kecukupan regulasi
Indonesia dalam memenuhi target KM-GBF. Selain itu, analisis ini juga membahas celah-
celah yang dibaca sebagai ruang perbaikan regulasi, dan kemungkinan kerumitan penegakan
hukum karena kekurangan landasan hukum, ketiadaan kewenangan, dan lain sebagainya.

Dokumen ini disusun dengan pendekatan yang jujur dan bertanggung jawab dan
mengungkapkan seluruh permasalahan yang muncul berdasarkan hasil analisis tim peneliti
kami. Semoga dokumen ini dapat dipergunakan sebagai bagian dari advokasi perlindungan
biodiversitas di Indonesia.

Dengan hormat,
Andi Muttagien

Direktur Eksekutif Satya Bumi
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Ringkasan
Eksekutif

ndang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya (UU KSDAHE) 1990 dianggap tidak mampu menjadi kerangka konservasi

biodiversitas sesuai dengan tantangan saat ini. Pada 2024, disahkan Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2024 menghasilkan sejumlah perubahan. Sebelumnya, tahun 2020 Indonesia
menghadiri pelaksanaan conference of the parties ke-15 dari Convention on Biological Diversity
(CBD), yang menyepakati pengadopsian Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework
(KM-GBF). Mengikuti hal tersebut, Indonesia menerbitkan Indonesia Biodiversity Strategic
Action Plan 2025-2045 (IBSAP) sebagai pengimplementasian KM-GBF di tingkat nasional.

Merespon hal tersebut, kajian ini ditujukan untuk memeriksa UU KSDAHE pasca perubahan dan
IBSAP, terutama dalam kaitannya dengan CBD dan KM-GBF sebagai kerangka baru konservasi
biodiversitas global. Riset ini ditujukan untuk menganalisis kesenjangan antara UU KSDAHE
pasca perubahan dan IBSAP, dengan perkembangan kerangka konservasi biodiversitas dalam
CBD dan KM-GBF.

Riset ini menemukan beberapa persoalan dalam UU KSDAHE 2024 dan IBSAP yang berisiko

membuat keduanya tidak mampu menyediakan landasan yang cukup bagi Indonesia untuk

memenuhi beberapa sasaran KM-GBF sebagai berikut:

(@) Sasaran1:perencanaan dan pengelolaan wilayah untuk mengurangi hilangnya biodiversitas
mendekati nol;

(b) Sasaran 2: pemulihan 30% ekosistem terdegradasi; dan

(c) Sasaran 3: mengonservasi 30% daratan, badan perairan, dan lautan

(d) Sasaran 13: meningkatkan distribusi manfaat sumber daya genetik, informasi sekuens
digital, dan pengetahuan tradisional;

(e) Sasaran 21: memastikan keterjangkauan akses pengetahuan untuk memandu upaya
konservasi KSDAHE; dan

(f) Sasaran 22: memastikan partisipasi dalam pengambilan keputusan, akses keadilan, dan
akses informasi terkait biodiversitas.

Adapun persoalan tersebut terbagi ke dalam aspek perlindungan berbasis kawasan, aspek
peran serta masyarakat, dan aspek penegakan hukum.
Pada aspek perlindungan berbasis kawasan:

1. UU KSDAHE 2024 belum menyediakan jaminan hukum yang memadai untuk
melindungi kawasan yang memenuhi kriteria global seperti signifikansi ekologis, jasa
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ekosistem penting, dan kepentingan sosial-budaya masyarakat adat/lokal. IBSAP
mencanangkan aksi pemetaan kawasan biodiversitas tinggi, namun tanpa kriteria
jelas di tingkat regulasi, perlindungan Key Biodiversity Area (KBA) di Indonesia berada
pada posisi tidak pasti.

2. Areal Preservasi mencakup situs/kawasan bernilai biodiversitas tinggi tanpa ada
kriteria dan ambang batas yang jelas. Situs dengan ekosistem rentan yang seharusnya
dilindungi penuh dapat ditetapkan sebagai Areal Preservasi dan masih diperbolehkan
dipergunakan untuk kepentingan lain (bisnis).

3. Tidak jelasnya potongan kawasan dan kewenangan konservasi di laut, utamanya
antara KSA dan KPA perairan, dengan perairan pada KKP WP3K. KSA dan KPA menjadi
kewenangan Menteri bidang kehutanan sedangkan KKP WP3K merupakan kewenangan
Menteri bidang kelautan dan perikanan.

4. Pemulihan dalam UU KSDAHE masih terbatas pada wilayah sistem penyangga
kehidupan seperti KSA, KPA, KKP WP3K, dan Areal Preservasi, tanpa memperhitungkan
ekosistem terdegradasi di luar kawasan tersebut. Selain itu ketentuan pemulihan
dalam UU KSDAHE belum mencakup langkah-langkah atau tahapan yang jelas.

Pada aspek peran serta masyarakat:

1. Belum ada pengakuan eksplisit sebagai hak hukum terhadap hak-hak masyarakat
adat/lokal yang terkait dengan upaya konservasi.

2. UU KSDAHE dan IBSAP masih belum secara komprehensif mempertimbangkan
kepentingan masyarakat adat/lokal dalam penetapan kawasan konservasi. UU
KSDAHE belum sepenuhnya memandang praktik tradisional masyarakat adat/lokal
sebagai bagian dari konservasi in-situ yang juga bertujuan melestarikan situs yang
penting bagi subsistensi, kebudayaan, dan keagamaan mereka. Meskipun IBSAP
berusaha mengakomodasi hak-hak masyarakat adat, indikator yang ada masih belum
cukup menggambarkan dampak substantif terhadap kesejahteraan mereka.

3. UU KSDAHE memungkinkan kawasan hutan adat ditetapkan sebagai Areal Preservasi,
dengan kewajiban pemegang hak untuk melakukan konservasi. Jika pemegang hak
tidak melaksanakan konservasi, pemerintah dapat mencabut hak atas kawasan
tersebut dengan memberikan ganti rugi. Ketentuan ini berisiko mencabut hak atas
wilayah adat terutama jika praktik tradisional dianggap sebagai pelanggaran terhadap
ketentuan konservasi. Meskipun IBSAP mencakup sasaran konservasi yang melibatkan
wilayah adat, namun IBSAP masih bergantung pada regulasi eksisting yang selama ini
menjadi sumber konflik.

4. UU KSDAHE memiliki kekurangan signifikan dalam aspek partisipasi masyarakat
adat/lokal. Meskipun Pasal 37 ayat (3) mengakui pelibatan masyarakat adat, tidak
ada mekanisme yang jelas untuk memastikan partisipasi tersebut sesuai dengan
prinsip FPIC (free, prior, and informed consent). Meski IBSAP telah memasukkan
beberapa sasaran terkait partisipasi masyarakat, indikator tersebut belum cukup
untuk menangkap kualitas partisipasi dan keberlanjutannya.




Anotasi Hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
terhadap Kerangka Konservasi Global

Pada aspek penegakan hukum

1.

Ketentuan pidana dalam UU KSDAHE semakin kuat. Tanpa adanya pengecualian
terhadap pemanfaatan tradisional berkelanjutan untuk pemenuhan hidup masyarakat
adat/lokal sekitar, ketentuan tersebut semakin mudah menjerat aktivitas tradisional
yang dianggap “merusak” biodiversitas.

UU KSDAHE tidak memuat mekanisme pemantauan untuk memastikan kepatuhan
terhadap ketentuan konservasi, seperti pemantauan kondisi kawasan, kegiatan
konservasi, dan penerapan restriksi di KSA, KPA, KKP WP3K, dan Areal Preservasi.
Berbeda dengan KSA dan KPA yang menerapkan restriksi tertentu di dua kawasan
tersebut, UU KSDAHE tidak mengatur restriksi pada KKP WP3K dan Areal Preservasi.
Terdapat ancaman sanksi administratif bagi yang tidak bersedia melaksanakan
konservasi SDAHE di tanah haknya yang ditetapkan sebagai Areal Preservasi, namun
tidak untuk kegiatan perusakan.

Rekomendasi

Dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran KM-GBF, kajian ini merekomendasikan hal sebagai

berikut:

1.

10.

Aturan turunan mengenai penetapan kawasan terlindungi mencakup kriteria KBA
dan ekosistem penting, threshold tingkat pelindungannya, serta memperhitungkan
pemenuhan hak masyarakat adat/lokal.

Mengatur mekanisme pemulihan ekosistem terdegradasi dengan lengkap, meliputi
pemulihan di luar KSA, KPA, KKP WP3K dan Areal Preservasi, dengan status wilayah
yang jelas.

Memperjelas alur koordinasi pengelolaan KSA, KPA, dan KKP WP3K utamanya pada
kawasan yang bertautan, seperti mangrove dan perairan laut.

Aturan turunan mengatur secara detail partisipasi masyarakat adat/lokal dalam semua
tahap pelaksanaan konservasi SDAHE sesuai dengan prinsip FPIC dan didudukan
sebagai subjek konservasi.

Aturan mengenai mekanisme monitoring terhadap pelaksanaan ketentuan dalam UU
KSDAHE.

Perlu ada mekanisme penyelesaian konflik secara damai dalam hal terjadi
ketidaksepahaman antara pengelola konservasi dengan masyarakat adat/lokal.

Perlu ada indikator keberhasilan konservasi yang dapat mengukur kesejahteraan
masyarakat adat/lokal di sekitar kawasan konservasi.

Diperlukan aturan yang merinci hak-hak masyarakat adat sebagai hak hukum,
utamanya yang berkaitan dengan konservasi SDAHE.

Diperlukan kajian terhadap regulasi eksisting dalam rangka mengidentifikasi hambatan
pelaksanaan kelompok aksi IBSAP.

Dalam pelaksanaan kelompok aksi IBSAP, terdapat kemungkinan besar dapat teridentifikasi
kendala-kendala regulasi eksisting dalam melaksanakan kelompok aksi IBSAP. Kendala-
kendala tersebut perlu dipetakan dengan baik dan dijadikan dasar perumusan rencana
aksi perbaikan regulasi untuk pelaksanaan konservasi jangka panjang.




Gambaran Umum
Ketentuan Konservasi
Biodiversitas Di Indonesia

ebagaisalah satu negaradengan nilai keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, Indonesia

menyimpan berbagai ekosistem yang penting untuk mendukung keberlanjutan

biodiversitas dunia [1, 2, dan 3]. Setidaknya 36% total lahan gambut dan 20% total
hutan mangrove dunia terletak di Indonesia! Akan tetapi International Union for Conservation
of Nature Red List (IUCN Red List) mencatat, 15.336 spesies tumbuhan, satwa, dan fungi di
Indonesia dalam status terancam [4].

Ancaman keanekaragaman hayati di Indonesia memerlukan keberhasilan terhadap
perlindungan kelestarian biodiversitas melalui upaya konservasi sumber daya alam hayati
dan ekosistem. Sebagaimana perlindungan keanekaragaman hayati tersusun dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
(UU KSDHAE 1990). UU KSDHAE 1990 membagi upaya pelindungan area ke dalam dua kategori
yaitu Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).

UU KSDHAE 1990 sudah lama digunakan sebagai dasar hukum konservasi di Indonesia dan
selama 33 tahun UU tersebut belum memberikan efek positif ke dalam upaya perlindungan
terhadap Sumber DayaAlam Hayati (SDA). UU KSDHAE 1990 dianggap sudah tidak mampu untuk
menyelesaikan tantangan dan kebutuhan saat ini, beberapa masalah tersebut diantaranya:
1. Pendekatan konservasi yang terlalu berfokus pada kawasan terlindungi dan
mengabaikan situs-situs alam di luar itu [5];
Kurang baiknya pengaturan mekanisme pemulihan bagi kerusakan [6];
Kurangnya pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat/lokal [7];
4. Pelaksanaan konservasi yang sentralistik, terutama dalam kaitannya terhadap
masyarakat adat/lokal [8]; dan
5. Belum diakomodirnya pendekatan-pendekatan konservasi yang sejalan dengan
perjanjian internasional, utamanya Convention on Biological Diversity (CBD) [9].

Masyarakat sipil yang menaruh perhatian terhadap kebijakan konservasi Indonesia, mendorong
pemerintah untuk segera melakukan revisi terhadap UU KSDAHE 1990. Hingga memasuki
tahun 2024, Rancangan Undang-Undang perubahan UU KSDHAE 1990 disahkan sebagai
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 (selanjutnya disebut UU KSDHAE). Terdapat beberapa

1 Lahan gambut berfungsi sebagai penyimpanan karbon yang besar. Berdasarkan studi Datta dan Krishnamoorti (2022), kerusakan
lahan gambut berakibat pada pelepasan karbon dalam jumlah yang signifikan ke atmosfer. Sepanjang tahun 2019-2020, Indonesia
menyumbang sekitar 7% total emisi gas rumah kaca dunia, setengahnya bersumber dari kebakaran lahan gambut. Kondisi
tersebut berimplikasi buruk pada biodiversitas global, dimana perubahan iklim menjadi salah satu faktor tercatatnya 1 juta
spesies menghadapi kepunahan di seluruh dunia.
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perubahan yang terjadi di dalam UU KSDHAE, diantaranya:

1. Pembagian sebagian kewenangan konservasi SDAHE kepada pemerintah daerah [10];2

2. Penambahan area terlindungi berupa kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir,
dan pulau-pulau kecil (KKP WP3K);?
Perluasan ruang lingkup pengawetan meliputi pengawetan keanekaragaman genetik;*
Perluasan ruang lingkup pemanfaatan jasa lingkungan hidup meliputi angin, panas
bumi, dan karbon; ®

5. Perluasan kegiatan yang dapat dilakukan di Kawasan Pelestarian Alam (KPA) meliputi
pemanfaatan tradisional, budaya, dan religi; ©

6. Penambahan pelibatan masyarakat hukum adat sebagai salah satu bentuk partisipasi
masyarakat. ’

Meski dorongan revisi telah jauh sebelum conference of the parties ke-15 pada 2020 di Kumning,
Tiongkok (COP15) dan COP16 di Montreal, Kanada, namun masifnya dorongan penguatan
biodiversitas Indonesia melalui instrumen hukum semakin urgen berbarengan dengan diskusi
Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KM-GBF). Dalam proses perumusannya,
KM-GBF akhirnya disepakati memuat strategi baru dalam menghadapi krisis biodiversitas
dunia—mengikuti gagalnya dunia dalam mencapai Aichi Biodiversity Targets [11 dan 12].8

Kemudian sebagai upaya lanjutan upaya konservasi, Indonesia menerbitkan Indonesia
Biodiversity Strategic Action Plan 2025-2045 (IBSAP) sebagai pengimplementasian KM-GBF
di tingkat nasional. IBSAP terdiri dari 3 tujuan dan 20 sasaran nasional, yang terbagi ke dalam
beberapa strategi, indikator, dan kelompok aksi—ditujukan untuk menginkorporasikan tujuan
dan strategi konservasi pada KM-GBF di tingkat nasional.

Konservasi keanekaragaman hayati dalam UU KSDAHE dibagi ke dalam tiga kegiatan utama,
meliputi (1) perlindungan sistem penyangga kehidupan; (2) pengawetan keanekaragaman jenis
tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; dan (3) pemanfaatan secara lestari sumber daya
alam hayati dan ekosistemnya [13].° Strategi utama konservasi SDAHE di Indonesia dilakukan
dengan penetapan kawasan terlindungi dan/atau kawasan dengan pembatasan untuk tujuan
konservasi SDAHE. Kawasan-kawasan tersebut terbagi ke dalam:

Utamanya pada tata kelola Taman Hutan Raya, selanjutnya lihat Pasal 34 UU 32 Tahun 2024

Lihat Pasal 5A UU 32 Tahun 2024

Ibid, Pasal 11

1bid, Pasal 26

Ibid, Pasal 31

Ibid, Pasal 37

Target Aichi dibentuk pada tahun 2010 melalui CBD, meliputi 20 sasaran yang ditargetkan tercapai pada tahun 2020. Berdasarkan
laporan hasil analisis progress pencapaian Aichi Biodiversity Targets (Target Aichi), hanya sekitar 30% sasaran nasional yang
on-track, 3% melebihi sasaran, 51% berprogres namun tidak mencapai sasaran, dan 10% target tidak tercapai atau memburuk.
Faktor-faktor seperti kurangnya mekanisme monitoring dan sumber daya finansial bagi negara-negara berkembang, serta belum
optimalnya partisipasi dari sektor swasta, berkontribusi terhadap tidak tercapainya Aichi Biodiversity Targets.

9 Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU
KSDAHE).

[e BN I NIV I NESVN
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Cagar Alam

Kawasan Suaka Alam

Suaka Margasatwa

Taman Nasional

Kawasan Konservasi
menurut uu 32/2024 Kawasan Pelestarian

Taman Hutan Raya
Alam

KKP WP3K Taman Wisata Alam

Areal Preservasi

Keterangan:
e Warna kuning adalah area yang baru diperkenalkan sebagai kawasan konservasi dalam UU KSDAHE 2024;
o KKP WP3K adalah kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (KKP WP3K);

Gambar 1. Penetapan Kawasan Konservasi Berdasarkan UU KSDAHE°

Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau Kecil (KKP WP3K) merupakan konstruksi
hukum baru, pengaturannya dalam UU KSDAHE belum terlalu jelas, utamanya dalam
kaitannya terhadap KSA dan KPA yang juga melingkupi kawasan perairan. Di luar kawasan
terlindungi, terdapat Areal Preservasi. Kondisi ekologis Areal Preservasi dipertahankan untuk
mendukung fungsi penyangga kehidupan dan SDAHE. Karena bukan kawasan terlindungi,
Areal Preservasi dapat terletak pada kawasan terbangun atau tanah hak. Pemilik hak
diwajibkan melakukan tindakan konservasi SDAHE termasuk penyediaan pendanaan.”

UU KSDAHE juga mengatur penggolongan spesies, menjadi spesies dilindungi dan tidak
dilindungi. Spesies dilindungi terbagi ke dalam (a) spesies dalam bahaya kepunahan; dan (b)
spesies yang populasinya jarang. Terhadap spesies dilindungi diterapkan beberapa larangan
dengan konsekuensi hukuman. Beberaparestriksi diterapkan diantaranya larangan menangkap,
mengambil, memiliki, mengangkut, dan memperdagangkan satwa liar atau bagian-bagiannya.”

Selain itu UU KSDAHE juga mengatur peran serta masyarakat, termasuk masyarakat
hukum adat. Meski begitu UU KSDAHE belum merinci secara detail bagaimana keterlibatan
masyarakat, utamanya pemangku kepentingan utama seperti masyarakat adat/lokal di sekitar
dan di dalam kawasan konservasi.

Dengan pengesahan UU KSDAHE 2024, peraturan turunan mengenai pelaksanaan konservasi
yang mengacu pada UU KSDAHE 1990 masih berlaku sampai dengan dijelaskan statusnya di
peraturan turunan selanjutnya. Ketentuan tersebut terdiri dari lima Peraturan Pemerintah,
meliputi:

10 Lihat Pasal 5A UU KSDAHE.
11 Lihat Pasal 9 UU KSDAHE.
12 Lihat Pasal 20-21 UU KSDAHE.
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Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (PP
13/1994);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di
Zona Pemanfaatan Taman Nasional,Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam (PP
36/2010);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam
Dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 108 Tahun 2015 (PP 28/2011);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan
Dan Satwa Liar (PP 8/1999); dan

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan
Satwa (PP 7/1999).

Disamping UU KSDAHE, pengaturan terkait dengan konservasi juga terdapat pada beberapa

Undang-Undang meliputi:

1.

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah beberapa kali dan
terakhir oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan
Pulau-Pulau Kecil Sebagaimana Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;

UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; dan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan (UU PPPK).

Merespon hal tersebut, diperlukan sebuah kajian untuk memeriksa UU KSDAHE pasca
perubahan dan IBSAP, terutama dalam kaitannya dengan CBD dan KM-GBF sebagai kerangka
baru konservasi biodiversitas global. Riset ini ditujukan untuk 1) menganalisis kesenjangan
antara UU KSDAHE pasca perubahan dan IBSAP, dengan perkembangan kerangka
konservasi biodiversitas dalam CBD dan KM-GBF; 2) termasuk melihat peraturan terbaru
ini apakah dapat membasiskan diri pada pengetahuan lokal masyarakat; dan 3) melihat

kecukupan peraturan untuk penegakan hukum atas pelanggaran konservasi.




Kedudukan Hukum
Deklarasi Rio Dalam Tata Kelola
Biodiversitas Di Indonesia

ntuk memahami lanskap pengaturan konservasi biodiversitas di Indonesia dalam

prinsip lingkungan global, perlu untuk melihat kembali perhelatan Earth Summit yang

diadakan di Brazil pada tahun 1992 yang menghasilkan suatu deklarasi penting yaitu
Rio Declaration on Environment and Development (Deklarasi Rio). Dibalik pembentukan
deklarasi Rio, Indonesia turut andil dalam menyiapkan laporan penting Our Common Future
yang kemudian menjadi masukan penting dalam pengembangan Deklarasi Rio 1992.

Sejak awal Deklarasi Rio 1992 dibentuk karena respon terhadap ketegangan isu
pembangunan pada paruh kedua abad ke-20 yang menimbulkan konsekuensi serius
terhadap lingkungan. ™ Hal penting yang perlu dicatat, bahwa Deklarasi Rio memberikan
loncatan paradigma lingkungan dari antroposentris ke ekosentris karena menghilangkan
kata human dan hanya menulis environment and development, artinya pendekatan dalam
deklarasi ini tidak menempatkan manusia sebagai pusat perhatian dalam pelestarian
lingkungan. Pendekatan ini juga terlihat dalam sejumlah prinsip/asas yang terdapat pada
Deklarasi Rio. Dari segi jumlah prinsip yang dihasilkan, deklarasi rio menghasilkan 27 prinsip/
asas yang dimana sejumlah prinsip merupakan penegasan dari Deklarasi Stockholm. ™

Deklarasi Rio memberi pengaruh besar bagi perkembangan hukum lingkungan. Namun,
Deklarasi Rio bersifat non binding principles, artinya hukum lunak yang tidak mengikat
memuat norma-norma umum atau prinsip/asas, bukan aturan. Meskipun tidak memberikan
konsekuensi yuridis terhadap pelanggaran prinsip/asas, dalam konteks strategi dalam
menghadapi krisis biodiversitas dunia, kovenan CBD mengakomodir KM-GBF sebagaimana di
dalamnya merupakan kerangka kerja yang mengikuti Deklarasi Rio. Pada angka 7(k) KM-GBF
tentang Principles of the Rio declaration

“The Framework recognizes that reversing the loss of biological diversity, for the benefit
of all living beings, is a common concern of humankind. Its implementation should be
guided by the principles of the Rio Declaration on Environment and Development”

Artinya:

“Kerangka kerja ini mengakui bahwa membalikkan hilangnya keanekaragaman hayati,
untuk kepentingan semua makhluk hidup, adalah keprihatinan bersama umat manusia.
Implementasinya harus dipandu oleh prinsip-prinsip Deklarasi Rio tentang
Lingkungan dan Pembangunan."

13 United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, Brazil, 3-14 June 1992. https://www.un.org/en/
conferences/environment/rio1992#:~:text=The%20primary%Z20objective%200f%20the,in%20the%20twenty%2Dfirst%20century.
14 Laode, M. S., & Wibisana, A. G. (2015). Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus. hlm 46
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KM-GBF maupun Deklarasi Rio menghormati model pengelolaan negara sebagai bagian

dari kedaulatan masing-masing negara, namun penghormatan tersebut tidak memberikan
interpretasi bagi negara yang telah meratifikasi Convention on Biological Diversity (CBD)
untuk mengesampingkan prinsip/asas di dalam Deklarasi Rio dalam pembentukan dokumen
kebijakan strategis NBSAPs.

Principle 2 Rio Declaration:

“States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles
of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to
their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that
activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of
other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.”

Artinya:

“Negara-negara memiliki, sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip-
prinsip hukum internasional, hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya
mereka sendiri sesuai dengan kebijakan lingkungan dan pembangunan mereka sendiri,
dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan di dalam yurisdiksi mereka atau
kontrol tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan Negara-negara lain atau daerah-
daerah di luar batas-batas yurisdiksi nasional”

Dengan demikian Indonesia boleh menyusun strategi tata kelola biodiversitasnya namun
tetap harus menjunjung tinggi prinsip/asas di dalam Deklarasi Rio seperti yang telah dilakukan
KM-GBF dan CBD. Hal ini menekankan bahwa sepatutnya isi UU KSDHAE dan IBSAP tidak
mengesampingkan prinsip Deklarasi Rio atau bahkan cherry picking®

Deklarasi Rio memperkenalkan asas Common But Differentiated Responsibilities (CBDR)
sebagai prinsip yang menegaskan bahwa semua negara memiliki tanggung jawab bersama
dalam menjaga lingkungan, namun dengan tingkat tanggung jawab yang berbeda-beda.
Prinsip ini memunculkan dikotomi antara negara maju dan negara berkembang dalam tujuan
pembangunan berkelanjutan, terdapat tren yang meningkat dari negara-negara berkembang
untuk mengaitkan prinsip CBDR dengan dukungan keuangan yang lebih besar, yang biasanya
disebut sebagai means of implementation (MOI), ketimbang diferensiasi dalam pelaksanaan
komitmen substantif.

Mengingat kembali perhelatan COP29, delegasi Indonesia yang diwakilkan Hashim
Djojohadikusumo (adik Prabowo) berpidato bahwa Indonesia akan membuka pendanaan dari
luar negeri dan swasta untuk melakukan reboisasi yang kemudian dimanfaatkan sebagai jalan
bagi perdagangan karbon.

Halini perlumendapatkan perhatian khusus, pasalnyaide inimemberirencanabagi Kementerian
Kehutanan untuk memberi izin pemanfaatan kawasan konservasi kepada pebisnis beserta

15 Cherry Picking: memilih paling menguntungkan dari suatu kelompok dan mengabaikan bagian-bagian lain yang mungkin tidak
sesuai atau kurang menguntungkan.
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pemberian izin konsesi restorasi hutan selama 30 tahun atau lebih. Keuntungan bagi pebisnis
pemegang konsesi memperoleh keuntungan berupa kredit karbon— hak untuk mengeluarkan
sejumlah emisi karbon- yang dapat diperdangangkan. Namun dalam banyak kasus, kredit
karbon belum teruji mampu menekan polusi, perusahaan besar cukup membeli kredit karbon
untuk menciptakan ilusi keberlanjutan.

Dalam konteks inilah, kerangka kerja KM-GBF menyerukan penghapusan secara bertahap atau
mereformasi subsidi-subsidi yang membahayakan lingkungan (harmful subsidies) sembari
meningkatkan insentif positif untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati
secara berkelanjutan.

Satya Bumi melihat, aturan yang dimuat dalam UU KSDHAE dan strategi biodiversitas yang
disusun dalam IBSAP belum memuat prinsip/asas Deklarasi Rio, khususnya aspek FPIC.
Adapun perbandingan aturan itu kami susun secara detail pada tabell Perbandingan Aturan

CBD, KM-GBF, UU KSDHAE, dan IBSAP dalam mengamanatkan prinsip Deklarasi Rio .

Tabel 1. Perbandingan aturan CBD, KM-GBF, UU KSDHAE, dan IBSAP dalam mengamanatkan prinsip
Deklarasi Rio

DEKLARASI RIO

Prinsip 22

dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Masyarakat adat dan komunitas lokal lainnya memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pembangunan
lingkungan karena pengetahuan dan praktik tradisional mereka. Negara-negara harus mengakui dan secara layak
mendukung identitas, budaya, dan kepentingan mereka serta memungkinkan partisipasi mereka secara efektif

Dengan tunduk pada
peraturan perundang-
undangan nasionalnya,
menghormati, melestarikan,
dan memelihara
pengetahuan, inovasi, dan
praktik masyarakat adat
dan komunitas lokal

yang mewujudkan gaya
hidup tradisional yang
relevan untuk konservasi
dan pemanfaatan
keanekaragaman hayati
secara berkelanjutan serta
mendorong penerapan yang

inovasi, dan praktik tersebut
dengan persetujuan

dan keterlibatan para
pemiliknya, serta
mendorong pembagian
manfaat yang adil dari
pemanfaatannya.

lebih luas atas pengetahuan,

Kontribusi dan Hak
Masyarakat Adat dan
Komunitas Lokal

Kerangka kerja mengakui
peran dan kontribusi
penting masyarakat adat
dan komunitas lokal sebagai
penjaga keanekaragaman
hayati serta sebagai mitra
dalam konservasi, restorasi,
dan pemanfaatannya secara
berkelanjutan. Pelaksanaan
kerangka kerja ini harus
menjamin bahwa hak-hak,
pengetahuan—termasuk
pengetahuan tradisional
yang terkait dengan
keanekaragaman hayati—,
inovasi, pandangan hidup,
nilai-nilai, dan praktik
masyarakat adat dan
komunitas lokal dihormati,
didokumentasikan, dan
dilestarikan dengan
persetujuan bebas,
didahulukan, dan
diinformasikan dari
mereka.

serta Masyarakat...
pelibatan masyarakat
hukum adat

- Tidak mengatur
pentingnya FPIC

CBD KM-GBF UU KSDHAE IBSAP
Pasal 8: Bagian C - Pasal 37 (3) Peran Strategi 21 Pengelolaan

Sumber Daya Hayati yang
Dimanfaatkan Secara
Berkelanjutan
pemanfaatan
keanekaragaman spesies
dan pengetahuan
tradisional/ kearifan

lokal masyarakat adat
dan/ atau lokal terkait
pemanfaatan berkelanjutan
keanekaragaman hayati.

Tidak mengatur
pentingnya FPIC

TN 17 Terwujudnya
Partisipasi dan Keterwakilan
yang Inklusif dari Masyarakat
dalam Perencanaan,
Perumusan Kebijakan,

dan Akses Terhadap
Keanekaragaman Hayati
Pelibatan masyarakat

lokal dan/ atau adat

dalam pengelolaan
keanekaragaman hayati

di antaranya melalui
penetapan Hutan Adat




Anotasi Hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

terhadap Kerangka Konservasi Global

Prinsip 15 (Pendekatan Kehati-hatian)

Untuk melindungi lingkungan, pendekatan kehati-hatian harus diterapkan secara luas oleh negara-negara sesuai

dengan kemampuan mereka. Apabila terdapat ancaman kerusakan serius atau yang tidak dapat diperbaiki, maka

ketidakpastian ilmiah secara penuh tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda langkah-langkah yang efektif

dari segi biaya guna mencegah degradasi lingkungan.

CBD KM-GBF UU KSDHAE IBSAP
Pembukaan: Target 17 Tidak diatur Prinsip IBSAP

Mencatat bahwa

sangat penting untuk
mengantisipasi,
mencegah, dan mengatasi
penyebab utama dari
penurunan atau hilangnya
keanekaragaman hayati
secara signifikan sejak dari
sumbernya.

Menetapkan, memperkuat
kapasitas, dan
mengimplementasikan di
seluruh negara, langkah-
langkah keamanan hayati
sebagaimana diatur
dalam Pasal 8(g) Konvensi
Keanekaragaman Hayati,
serta langkah-langkah
untuk penanganan
bioteknologi dan distribusi
manfaatnya sebagaimana
diatur dalam Pasal 19
Konvensi tersebut.

Kehati-hatian merupakan
prinsip pengelolaan
keanekaragaman hayati
secara bijaksana yang
mempertimbangkan
sensitivitas terhadap suatu
aktivitas/ kegiatan.

Negara-negara harus memfasilitasi dan mendorong kesadaran serta partisipasi publik dengan menyediakan
informasi secara luas. Akses yang efektif terhadap proses peradilan dan administratif, termasuk mekanisme
pemulihan dan ganti rugi, harus disediakan.

CBD KM-GBF UU KSDHAE IBSAP

Pasal 14: Target 21 - Tidak mengatur - Tidak mengatur
Mengadopsi prosedur yang Memastikan bahwa keterbukaan keterbukaan informasi
sesuai yang mensyaratkan data, informasi, dan informasi.

penilaian dampak
lingkungan terhadap proyek-
proyek yang diusulkan dan
kemungkinan besar akan
menimbulkan dampak
merugikan yang signifikan
terhadap keanekaragaman
hayati, dengan tujuan
untuk menghindari atau
meminimalkan dampak
tersebut dan, jika dianggap
tepat, memungkinkan
partisipasi publik dalam
prosedur tersebut.

pengetahuan terbaik yang
tersedia dapat diakses
oleh para pengambil
keputusan, praktisi, dan
publik untuk membimbing
tata kelola yang efektif
dan adil... praktik dan
teknologi masyarakat
adat dan komunitas lokal
hanya boleh diakses
dengan persetujuan
bebas, didahulukan,

dan diinformasikan dari
mereka, sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan nasional.

- Pasal 40C mengatur
pemulihan KSA dan
KPA konteks pidana
korporasi
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Prinsip 7
Negara-negara harus bekerja sama dalam semangat kemitraan global untuk melestarikan, melindungi, dan
memulihkan kesehatan serta integritas ekosistem Bumi. Mengingat perbedaan kontribusi terhadap degradasi
lingkungan global, negara-negara memiliki tanggung jawab bersama namun berbeda. Negara-negara maju mengakui
tanggung jawab yang mereka emban dalam upaya internasional menuju pembangunan berkelanjutan, mengingat
tekanan yang ditimbulkan oleh masyarakat mereka terhadap lingkungan global serta teknologi dan sumber daya
keuangan yang mereka miliki.

CBD KM-GBF UU KSDHAE IBSAP
Pasal 11: Target 18 Tidak diatur Target 19

Setiap Para Pihak harus,
sejauh mungkin dan

dianggap tepat, mengadopsi

langkah-langkah yang
layak secara ekonomi dan
sosial sebagai insentif
untuk konservasi dan
pemanfaatan secara
berkelanjutan terhadap
komponen-komponen
keanekaragaman hayati.

Mengidentifikasi paling
lambat tahun 2025,

dan menghapuskan,
menghentikan secara
bertahap, atau
mereformasi insentif—
termasuk subsidi—

yang merugikan
keanekaragaman hayati
secara proporsional,

adil, setara, efektif,

dan layak, serta secara
substansial dan progresif
menguranginya setidaknya
sebesar 500 miliar dolar
per tahun pada tahun
2030, dimulai dari insentif
yang paling merugikan,
dan meningkatkan insentif
positif untuk konservasi
dan pemanfaatan
keanekaragaman hayati
secara berkelanjutan.

Terwujudnya Peningkatan

Dukungan Sumber

Daya Finansial secara

Substantif dan Progresif

untuk Implementasi IBSAP

yang Efektif, Efisien, dan

Transparan

- Implementasi IBSAP di
Indonesia membutuhkan
pendanaan pada rentang
Rp 70,69 triliun - Rp
75,53 triliun per tahun...
Karena itu, diperlukan
peningkatan dukungan
finansial dan insentif
dari sektor swasta dan
dunia internasional untuk
memenuhi kesenjangan
pendanaan pengelolaan
keanekaragaman hayati
di Indonesia.

- tidak mengatur
pencegahan harmful
subsidies




Analisa Kesenjangan Pengaturan

Konservasi Biodiversitas Di Indonesia
Dengan Target Kunming-Montreal
Global Biodiversity Framework

atya Bumi melihat, untuk menganalisis ketentuan biodiversitas di Indonesia penting

membaginya ke dalam tiga aspek diantaranya: aspek perlindungan berbasis kawasan,

aspek peran serta masyarakat, dan aspek penegakan hukum. Adapun analisisnya
sebagai berikut:

1. Aspek Pelindungan Berbasis Kawasan

Situs atau kawasan penting bagi biodiversitas umumnya terikat pada ruang spasial tertentu,
sehingga upaya konservasi umumnya dilakukan secara berbasis kawasan/situs. Perlindungan
berbasis kawasan sendiri adalah upaya konservasi dengan menetapkan situs atau kawasan
tertentu agar dikelola dan ditetapkan pembatasan untuk memenuhi berbagai tujuan, mulai
dari lingkungan, budaya, politik, dan sosial [14].

Sebagaimana dalam UU KSDAHE mengatur kawasan terlindungi yang diklasifikasi ke dalam
Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Kawasan Konservasi di
Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KKP WP3K). Disamping itu, Convention on
Biological Diversity (CBD) juga mengenal other area base conservation measures atau OECMs,
yang merupakan “kawasan selain Kawasan Lindung yang diatur dan dikelola dengan cara-
cara yang positif dan berkelanjutan untuk konservasi keanekaragaman hayati secara insitu,
serta fungsi dan jasa ekosistem yang terkait dan jika memungkinkan, budaya, spiritual, sosio-
ekonomi, dan nilai-nilai nain yang relevan secara lokal.”®

Terdapat empat masalah dalam UU KSDAHE pada aspek ini. Pertama, UU KSDAHE belum
menyediakan dasar hukum yang cukup untuk pelindungan area utama keanekaragaman
hayati atau key biodiversity areas (KBA) dan ekosistem penting di Indonesia. UU KSDAHE
tidak menetapkan kawasan-kawasan yang menjadi ciri KBA dan ekosistem penting untuk
dilindungi. Kedua, pengaturan Areal Preservasi masih membutuhkan dorongan peraturan
turunan karena kelemahan di dalam ketentuannya. Hal tersebut disebabkan UU KSDAHE
tidak menetapkan kawasan dengan ciri ekologis seperti apa yang perlu ditetapkan sebagai
kawasan terlindungi atau Areal Preservasi. Ketiga, belum optimalnya tata kelola konservasi
darat dan perairan akibat potensi tumpang tindih peraturan. Keempat, minimnya mekanisme
pemulihan ekosistem terdegradasi dan monitoring.

16 Ibid.
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Kondisi tersebut, membuat UU KSDAHE berisiko tidak mampu menyediakan landasan

hukum yang cukup bagi Indonesia untuk memenuhi beberapa sasaran KM-GBF, meliputi:

e Sasaran 1. perencanaan dan pengelolaan wilayah untuk mengurangi hilangnya
biodiversitas mendekati nol [15] ;"
e Sasaran 2: pemulihan 30% ekosistem terdegradasi;® dan

e Sasaran 3: mengonservasi 30% daratan, badan perairan, dan lautan®

Adapun keempat permasalahan tersebut diurai sebagai berikut:

a. Pelindungan Key Biodiversity Areas (KBA) dan Ekosistem Penting

CBD dan KM-GBF mendorong konservasi berbasis kawasan.?’ Dengan sumber daya
terbatas, penting untuk mengidentifikasi dan melindungi kawasan atau situs dengan nilai
konservasi yang signifikan demi mencapai dampak yang signifikan. CBD menetapkan
beberapa kriteria ekosistem atau habitat penting yang tercantum dalam lampiran |1,
meliputi:

1) mengandung biodiversitas yang tinggi;

2) mengandung spesies endemik atau spesies terancam dalam jumlah besar

3) dibutuhkan untuk spesies migrasi

4) penting secara sosial, ekonomi, kebudayaan, dan pengetahuan; dan

5) representatif, unik, dan berkaitan dengan proses evolusi/biologi utama.

IUCN juga mengembangkan konsep KBA untuk memetakan lokasi-lokasi kunci dengan
signifikansi tertentu bagi upaya konservasi. KBA terdiri dari beberapa kriteria teknis, namun
terangkum dalam lima kriteria umum, berikut [16] :

1) kawasan dengan signifikansi global untuk spesies;

2) kawasan dengan signifikansi global untuk ekosistem;

3) kawasan yang penting untuk keberlanjutan proses ekologi dan biologis;

4) kawasan dengan layanan ekosistem penting; dan

5) kawasan dengan keanekaragaman genetik yang signifikan

UU KSDAHE tidak menyediakan jaminan hukum bahwa situs atau kawasan yang memenuhi
kriteria tersebut di atas harus dilindungi, utamanya dalam kerangka kawasan terlindungi
seperti KSA, KPA, dan KKP WP3K. Kriteria signifikansi global penting untuk memposisikan
upaya konservasi di Indonesia sebagai bagian dari upaya penanggulangan krisis global.
Saat ini, pengaturan mengenai kriteria kawasan terlindungi diatur dalam PP 28/2011 yang
masih merujuk pada UU KSDAHE 1990. Selain belum menjelaskan kriteria KKP WP3K dan

17

18

19

20

Sasaran 1 menargetkan wilayah-wilayah dengan tingkat biodiversitas yang tinggi, termasuk ekosistem dengan integritas ekologi
yang tinggi. dalam “2030 Targets (with Guidance Notes)* https://www.cbd.int/gbf/targets

Sasaran 2 menekankan pada melingkupi peningkatan biodiversitas, peningkatan jasa dan fungsi ekosistem, dan peningkatan
integritas serta konektivitas ekologis. Selanjutnya dalam “2030 Targets (with Guidance Notes) https://www.cbd.int/gbf/targets
Sasaran 3 menargetkan daratan, badan perairan, dan lautan, tertuma wilayah yang sangat penting bagi biodiversitas dan fungsi
serta jasa ekosistem. Sasaran 3 secara khusus menekankan pencapaian sasarannya melalui kawasan lindung yang representatif
secara ekologis, terhubung dengan baik, dan dikelola secara adil serta langkah-langkah konservasi berbasis kawasan yang
efektif lainnya. Selanjutnya dalam “2030 Targets (with Guidance Notes)* https://www.cbd.int/gbf/targets

Pasal 8 huruf (a) CBD secara khusus memerintahkan agar setiap pihak sebisa mungkin “Menetapkan sistem kawasan terlindungi
atau kawasan di mana tindakan khusus perlu diambil untuk melestarikan keanekaragaman hayati.”
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Areal Preservasi, aturan tersebut memiliki beberapa kekurangan dalam hal pelindungan
KBA dan ekosistem penting. Berikut beberapa kriteria yang belum diperhitungkan:

® penting untuk kepentingan subsistensi dan sosial-budaya masyarakat adat/lokal;

e signifikansi global;

e jasa ekosistem yang penting;

e SDAHE terdegradasi atau rusak;

® representasi tipe ekosistem;

e endemisitas spesies;

e keanekaragaman genetik;

e proses biologis spesies (ecological refugia, recruitment resource, dsb);

e integritas ekologis; dan

®* Jrreplaceability.

Padahal di Indonesia terdapat beberapa ekosistem penting dengan jasa ekosistem
penting seperti lahan gambut, mangrove, dan karst. Beberapa kriteria tersebut juga
bersifat umum dan terkait dengan pemenuhan hak kelompok masyarakat, sehingga lebih
cocok apabila diatur dalam UU KSDAHE. Misalnya, kriteria penting bagi masyarakat adat/
lokal, jasa ekosistem penting, signifikansi global, dan konservasi sumber daya alam hayati
dan ekosistemnya (SDAHE) terdegradasi atau rusak. Kriteria spesifik dan dinamis dapat
diatur di peraturan turunannya. Tanpa pengaturan kriteria tersebut, pelindungan KBA dan
ekosistem penting ada pada posisi yang tidak pasti.

Dalam tujuan nasional pertama IBSAP, merencanakan aksi-aksi yang berfokus pada
pengidentifikasian area bernilai biodiversitas tinggi (darat dan perairan), seperti kajian
pemetaan ekosistem sebagai kawasan indikatif untuk ditetapkan sebagai kawasan
terlindungi. Namun, tanpa pengaturan yang jelas mengenai kriteria situs/kawasan,
komposisi penetapan kawasan lindung harus diperhatikan. Harus dipastikan tingkat
pelindungan ditetapkan sesuai dengan tiap-tiap kondisi ekologisnya.

Kekosongan Kewenangan Areal Preservasi

UU KSDHAE memperluas jangkauan konservasi SDHAE yang tidak hanya meliputi KSA dan
KPA, tetapijuga KKP-WP3K. Disamping itu UU KSDHAE memperkenalkan nomenklatur baru
yaitu Areal Preservasi yang menawarkan kebutuhan konservasi SDHAE di luar kawasan
Hutan Konservasi.

Merujuk UU 32/2024 Areal Preservasi adalah kawasan diluar KSA-KPA dan KKP-W3PK yang
dipertahankan karena kondisi ekologisnya untuk mendukung fungsi penyangga kehidupan
ataupun kelangsungan hidup Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pasal 7 ayat
(4) UU KSDAHE mengatur kriteria Areal Preservasi, meliputi:

1)  Koridor ekologis atau ekosistem penghubung;

2) Areal dengan nilai konservasi tinggi;

3) Areal konservasi kelola masyarakat; dan/atau

4) Daerah perlindungan kearifan lokal.
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Areal Preservasi menjadi satu-satunya kawasan yang kriteria umumnya diatur di
dalam undang-undang a quo. Definisi Areal Preservasi menunjukan bahwa kawasan ini
diproyeksikan akan berpotongan dengan kawasan terbangun/terkelola dan bukan restriksi
ketat sebagaimana model KSA/KPA. Dapat diperkirakan bahwa Areal Preservasi tidak didesain
untuk pelindungan penuh seperti untuk melindungi situs/kawasan dengan ekosistem
yang rentan/sensitif. Ini diperkuat dengan bagaimana UU KSDAHE juga tidak menetapkan
larangan dengan ancaman hukuman pidana sebagaimana diterapkan dalam KSA/KPA.

Di satu sisi, Areal Preservasi dapat dinilai sebagai kemajuan. Sebab, fokus konservasi
tidak lagi ditekankan pada kawasan terlindungi, namun telah menjangkau situs/kawasan
penting bagi SDAHE diluar itu. Beberapa kriteria Areal Preservasi juga sudah secara parsial
melingkupi ciri KBA dan ekosistem penting. Namun disisi lain, desain pengaturan tersebut
menimbulkan risiko. Meski begitu, belum ada ketentuan khusus mengenai cara
penentuan areal preservasi, dan jaminan bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah
areal preservasi tidak akan tersingkirkan.

Berbeda dengan KSA-KPA dan KKP-WP3K yang secara eksplisit UU KSDHAE
mengartikulasikan domain kewenangan KSA-KPA dipegang oleh Kementerian Kehutanan
(Kemenhut) dan KKP-WP3K dipegang Kementerian KKP. Sedangkan UU KSDHAE tidak
menentukan bagaimana/dimana domain kewenangan Areal Preservasi. Bila merujuk
pada pasal 4 UU KSDHAE Konservasi SDHAE merupakan tanggung jawab dan kewajiban
Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta masyarakat. Kami menemukan bahwa secara
definitif Areal Preservasi memiliki kemiripan dengan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE).
Adapun perbandingan Areal Preservasi dan KEE kami jabarkan pada tabel (..) di bawah ini.

Tabel 2. Perbandingan Areal Preservasi dan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)

Areal Preservasi KEE

Definisi Pasal 1 ayat (16) UU 32/2024 Areal Ps 1 angka 3 Perdirjen P1/2021 KEE adalah kawasan
di luar KSA, KPA, dan kawasan di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian,
konservasi di WPPPK yang dan Taman Buru yang secara ekologis penting bagi
dipertahankan kondisi ekologisnya keanekaragaman hayati
untuk mendukung fungsi penyangga
kehidupan ataupun kelangsungan Pasal 24 (1) PP 28/2011 tentang Pengelelolaan KSA-
hidup Sumber Daya Alam Hayati dan | KPA
Ekosistemnya. Perlindungan pada KSA dan KPA sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 huruf b termasuk
perlindungan terhadap kawasan ekosistem essensial.

Kriteria - Daerah penyangga KSA, KPA, dan | - Ekosistem Lahan Basah
WP3K - Koridor
- Koridor ekologis atau ekosistem - Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)
penghubung - Taman Kehati; dan
- Areal dengan Nilai Konservasi - Lanskap/Bentang Alam yang memiliki kekhususan
tinggi Geologis dan Geomorfologi

- Areal Konservasi kelola
masyarakat; dan/atau

- Daerah perlindungan kearifan
lokal

Tingkat Pengurus Lampiran Il Perdirjen P1/2021
Dalam proses pengajuan SK Penetapan lokasi oleh
Gubernur...

Kementerian
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Berdasarkan similaritas karakteristik pada tabel di atas, Areal Preservasi dapat
diasumsikan sama seperti KEE. Dengan demikian pertanyaan yang muncul yakni:
apakah Areal Preservasi diurus oleh Provinsi? Berkaca dari praktik KEE, dalam pedoman
pelaksanaan penugasan sebagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan
kehutanan tahun 2018, tujuan dari penetapan dan pengelolaan KEE:
1) Mendapatkan kesepakatan dari stakeholder terkait mengenai usulan penetapan
dan pengelolaan kawasan ekosistem esensial kepada gubernur;
2) Memproses penetapan dan pengelolaan kawasan ekosistem esensial kepada
gubernur.

Namun pelajaran penting digarisbawahi: mengingat pengalaman KEE, eksistensi Provinsi
(Gubernur) tidak cukup efektif mengkoordinasikan stakeholder sebagai pengampu wilayah
terutama untuk KEE yang status tenurialnya diluar jangkauan kewenangan sub-ordinasi
gubernur. Artinya bila Areal Preservasi merupakan transformasi dari KEE maka akan
berpotensi menghadapi hambatan serupa yaitu hanya selesai di level formal penetapan,
tetapi tidak dalam pengurusan selanjutnya khususnya terkait dengan aktor utama yang
harus bertanggung jawab dalam pengelolaannya.

Integrasi Tata Kelola Konservasi Darat dan Perairan

Masalah lainnya adalah ruang lingkup antara konservasi di darat dan perairan yang
berpotensi overlap. Dengan adanya KKP WP3K, terdapat potensi overlop antara KSA dan
KPA di perairan dengan kawasan perairan di KKP WP3K. Pasal 1 angka 14 dan 15 UU KSDAHE
mendefinisikan KSA dan KPA sebagai kawasan yang mencakup ruang darat dan perairan.

Angka 14

“Kawasan Suaka Alom adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di
perairan, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman
Tumbuhan dan Satwa serta Ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem
penyangga kehidupan.”

Angka 15

“Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun
di perairan, yang mempunyai fungsi Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan, pengawetan
keanekaragaman jenis Tumbuhan dan Satwa, serta Pemanfaatan secara Lestari Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya.”

Lebih lanjut, dalam klasifikasi kawasan lindung nasional, IBSAP merinci ruang lingkup KSA
dan KPA meliputi:
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Tabel 3. Klasifikasi KSA dan KPA

Klasifikasi Ruang Lingkup

Kawasan Suaka Alam 1. Suaka Margasatwa;
2.Suaka Margasatwa Laut;
3.Cagal Alam; dan
4.Cagar Alam Laut.

Kawasan Pelestarian Alam 1. Taman Nasional;

2. Taman Nasional Laut;

3. Taman Hutan Raya;

4. Taman Wisata Alam; dan
5. Taman Wisata Alam Laut.

Sebagaimana di dalam UU KSDAHE tidak menjelaskan bagaimana perbedaan antara KSA
dan KPA perairan terhadap konservasi perairan pada KKP WP3K. IBSAP tidak menyebutkan
ruang lingkup dari “kawasan konservasi di wilayah perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil,”
melainkan digunakan frasa kawasan “konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil”
(tanpa perairan). Dengan asumsi bahwa keduanya merupakan konsep yang sama, maka
ruang lingkupnya meliputi:

1) suaka pesisir;

2) suaka pulau kecil;

3) taman pesisir;

4) taman pulau kecil;

5) daerah perlindungan adat maritim;

6) daerah perlindungan budaya maritim;

7) kawasan konservasi perairan.

Berdasarkan Pasal 5A UU KSDAHE, KSA dan KPA merupakan kewenangan dari menteri
bidang kehutanan, tanpa pengecualian terhadap KSA dan KPA di perairan. Sedangkan KKP
WP3K merupakan kewenangan menteri bidang perikanan dan kelautan. Perlu diperhatikan
bagaimana keterlibatan menteri bidang kelautan pada tata kelola KSA dan KPA perairan.

Dalam arahan implementasi IBSAP, kelompok aksi mengenai KPA/KSA hanya dilaksanakan

oleh menteri bidang kehutanan. Tidak tergambarkan akan adanya keterlibatan atau
koordinasi untuk KSA/KPA perairan, utamanya dalam kaitannya dengan kawasan konservasi
perairan dalam KKP WP3K. Ini memperlihatkan ketidakcukupan institusional pelaksanaan
target konservasi di Indonesia.

Mekanisme Pemulihan Ekosistem Terdegradasi

Selain pelindungan area utama keanekaragaman hayati, CBD dan KM-GBF mendorong
upaya pemulihan untuk mengembalikan ekosistem terdegradasi dan spesies
terancam punah.?’ Pengaturan mengenai pemulihan ekosistem terdegradasi dalam UU
KSDAHE terdapat dalam Pasal 10.

21 Pasal 8 huruf (f), CBD.
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Pasal 10

“Wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami kerusakan secara alami dan/atau
oleh karena pemanfaatannya serta oleh sebab-sebab lainnya diikuti dengan upaya rehabilitasi
secara berencana dan berkesinambungan.”

Namun ketentuan tersebut kekurangan unsur perintah yang mengikat secara hukum. Tidak
seperti pengaturan mengenai pengelolaan kawasan terlindungi, pengaturan pemulihan
ekosistem terdegradasi tidak didesain sebagai suatu proses bisnis pelaksanaan urusan
pemerintahan dengan mekanisme yang jelas.

Selain itu, ruang lingkup pemulihan terbatas pada wilayah sistem penyangga
kehidupan. Dalam konstruksi UU KSDAHE, sistem penyangga kehidupan meliputi KSA,
KPA, KKP WP3K, dan Areal Preservasi.?? UU KSDAHE belum memperhitungkan ekosistem
terdegradasi di kawasan yang belum ditetapkan sebagai empat kawasan tersebut.
Begitu pun, tidak terdapat perintah pengidentifikasian ekosistem terdegradasi secara aktif
sebagai sebuah bagian dari upaya konservasi. Hal tersebut karena ketentuan pemulihan
tidak diatur tahapan dan kegiatannya.

Disamping UU KSDAHE, pemulihan kerusakan lingkungan diatur tersebar dalam beberapa
undang-undang terkait. Dalam UU PPPK, pemulihan diatur sebagai mekanisme sanksi ganti
rugi perusakan hutan. Dalam UU PPLH, pemulihan juga diatur sebagai pertanggungjawaban
atas perusakan lingkungan. Keduanya mengatur pemulihan sebagai tindak lanjut atas
kerusakan secara antropogenik. Kerusakan alami, atau yang tidak dapat diatribusikan
pada satu aktor tertentu, belum masuk dalam ruang lingkup pengaturan keduanya.
Misalnya degradasi akibat perubahan iklim, bencana alam, dan sebagainya.

Pengaturan dengan ruang lingkup yang tidak terbatas pada kerusakan antropogenik
terdapat pada UU Kehutanan (rehabilitasi dan reklamasi hutan) dan UU WP3K (rehabilitasi
sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil). Meski begitu ruang lingkup keduanya masih
terbatas. UU Kehutanan masih berfokus pada pemulihan hutan, dengan mekanisme yang
berfokus pada penataan secara vegetatif (reboisasi, pengayaan tanaman, penghijauan).
Sehingga belum menyasar unsur-unsur ekosistem fauna. UU WP3K masih berfokus di
kawasan pesisir dan pulau kecil, namun ruang lingkup laut dan perairan darat seperti
ekosistem sungai dan danau masih belum disasar.

Secara umum, di kerangka pengaturan konservasi di Indonesia masih kekurangan
mekanisme pemulihan dengan orientasi biodiversitas. Pasal 10 UU KSDAHE belum
mampu menutupi kekurangan dari ketentuan-ketentuan yang ada di beberapa undang-
undang terkait. IBSAP menutup kekurangan tersebut dengan penjabaran kelompok aksi
pada Target Nasional 1 dan 2, yang merincikan beberapa sasaran pemulihan meliputi
pemulihan hutan-lahan, ekosistem air tawar, gambut, bekas tambang, terumbu karang,
mangrove, ekosistem lamun, pesisir dan pulau kecil, dan sebagainya. Namun begitu, IBSAP
belum bisa menutupi kekurangan pengaturan. Tanpa ada mekanisme yang ajeg dengan
unsur perintah hukum yang jelas, pemulihan rentan tidak berproses secara berlanjut.

22 Pasal 1 dan 8
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2. Aspek Peran Serta Masyarakat Adat/Lokal

Terdapat empat permasalahan UU KSDAHE pada aspek ini. Pertama, belum diakomodirnya

pengakuan hak terkait konservasi SDAHE bagi masyarakat adat/lokal, sehingga posisinya

masih rentan termarginalisasi dalam upaya konservasi SDAHE. Kedua, belum kuatnya jaminan

distribusi_manfaat yang adil dalam pemanfaatan SDAHE bagi masyarakat adat/lokal. UU

KSDAHE dan IBSAP belum secara cukup memperhatikan kebutuhan masyarakat adat/lokal

sebagai bagian dari upaya konservasi in-situ. Ketiga, masih lemahnya pelindungan terhadap
wilayah adat. Keempat, minimnya mekanisme peran serta masyarakat adat/lokal yang

bermakna, sehingga hak partisipasi masyarakat adat/lokal masih belum terjamin.

Baik CBD—dengan arahan dan ketentuan yang umum, maupun KM-GBF—dengan arahan
yang lebih teknis dan spesifik, menempatkan masyarakat adat dan lokal sebagai elemen
penting dalam upaya konservasi. Secara struktur, peran masyarakat adat dan lokal diakui
sebagai sasaran sekaligus metode dalam mencapai sasaran (ends & means). Penempatan ini
menekankan signifikansi yang besar atas peran masyarakat adat dan lokal. Beberapa sasaran
KM-GBF menekankan pentingnya peran serta masyarakat adat/lokal, meliputi:

e Sasaran 1: perencanaan dan pengelolaan wilayah untuk mengurangi hilangnya
biodiversitas mendekati nol;

e Sasaran 3: mengonservasi 30% lahan, badan perairan, dan lautan;

e Sasaran 13: meningkatkan distribusi manfaat sumber daya genetik, informasi sekuens
digital, dan pengetahuan tradisional;

e Sasaran 21: memastikan keterjangkauan akses pengetahuan untuk memandu upaya
konservasi KSDAHE; dan

e Sasaran 22: memastikan partisipasi dalam pengambilan keputusan, akses keadilan,
dan akses informasi terkait biodiversitas.

Tanpa mekanisme peran serta masyarakat adat/lokal yang cukup, Indonesia

berisiko gagal memenuhi sasaran KM-GBF.

a. Pengakuan Hak Masyarakat Adat/Lokal

Pengakuan menjadi poin utama dan mendasar dalam kerangka hubungan masyarakat
adat/lokal dalam konteks konservasi. Dalam CBD, pengakuan terhadap dependensi
masyarakat adat terhadap biodiversitas dengan gaya hidup tradisionalnya dimuat dalam
preamble. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)
merinci hak-hak masyarakat adat, meliputi hak politik, ekonomi, sosial budaya, sumber
daya. Beberapa diantaranya terkait dengan konservasi, misalnya [17] :%°

1) hak atas tanah dan sumber daya yang dimiliki/diduduki secara tradisional;

2) hak pemanfaatan sumber daya yang telah didapatkan;

3) hak penghormatan terhadap kebiasaan-kebiasaan atau tradisi adat; dan

23 Lihat Pasal 26, 27, dan 32 UNDRIP.

o
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4) hak untuk memberikan penolakan/persetujuan atas kegiatan pemanfaatan
sumber daya alam yang mempengaruhinya.

Saat ini Indonesia berkedudukan sebagai negara penandatangan UNDRIP, meski belum
diratifikasi ke dalam hukum nasional. Namun pada dasarnya Indonesia patuh pada
penghormatan hak-hak tersebut.

Pengaturan mengenai masyarakat adat/lokal berada di luar ruang lingkup UU KSDAHE,
namun begitu pengakuan atas hak-hak yang terkait dengan upaya konservasi SDAHE
dapat diatur dalam UU KSDAHE, mengingat peran serta masyarakat adat/lokal merupakan
bagian dari upaya konservasi itu sendiri, baik sebagai tujuan dan metode. Tujuannya adalah
untuk menjadi hak masyarakat adat/lokal sebagai hak hukum (legal rights) yang dapat
ditegakkan. Tanpa legal rights, masyarakat adat tidak memiliki legal standing kuat
yang dapat ditegakkan dan ditagihkan kepada negara.

Kepentingan Masyarakat Adat/Lokal dalam Upaya Konservasi

Upaya konservasi kerap kali menjadi kendala bagi pemenuhan masyarakat adat/lokal
di sekitarnya, baik untuk subsistensi, budaya, maupun keagamaan. Hal ini disebabkan
karena tata kelola konservasi belum selalu menyertakan kepentingan masyarakat adat
dalam pertimbangannya. Salah satu contoh kasus yang mendemonstrasikan persoalan
tersebut terjadi pada masyarakat adat Lio di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Masyarakat Lio kesulitan mengakses sumber daya kayu di sekitar desanya karena berada
di kawasan Taman Nasional Kelimutu (TNK). Padahal praktik tersebut dilakukan secara
tradisional dan berkelanjutan, yaitu 30-60 tahun sekali. Kendala disebabkan luas TNK hanya
5.000 hektar, sehingga pengelola TN khawatir praktik tersebut dapat merusak TNK. Padahal
di sekitar TNK terdapat 30.000 hektar hutan produksi di bawah penguasaan negara [18].

UU KSDAHE hanya mengakomodir perlindungan terbatas bagi masyarakat/lokal untuk
pemanfaatan tradisional di kawasan KPA sebagaimana termaktub dalam Pasal 31 ayat 1 UU
KSDHAE. Pasal ini belum menyelesaikan persoalan utama, dampak dalam kemampuan
masyarakat untuk mengakses SDAHE di sekitar tempat tinggalnya.

Pasal 31 ayat (1)

“Di dalam Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam dapat dilakukan
kegiatan untuk kepentingan

a. .

b. ..

c. pemanfaatan tradisional;”

Dalam PP 28/2011, kriteria terkait dengan luas kawasan KSA dan KPA sekadar menimbang
aspek kecukupan kelangsungan proses ekologis. Kriteria terkait dengan aspek pemenuhan
kebutuhan masyarakat adat/lokal tidak dipertimbangkan sehingga tidak ada pembagian

22/



Anotasi Hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
terhadap Kerangka Konservasi Global

manfaat yang adil terhadap masyarakat adat/lokal. Pada kriteria Taman Nasional, terdapat
kriteria tambahan berupa “dapat dibagi kedalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba,
dan/atau zona lainnya sesuai dengan keperluan” Namun tidak secara spesifik bahwa zona
pemanfaatan tersebut merujuk pada pemanfaatan bagi masyarakat adat/lokal.

Desain pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa UU KSDAHE belum secara utuh
melihat pemenuhan hak masyarakat adat/lokal serta praktik tradisionalnya, sebagai
bagian dari upaya konservasi in-situ.?* Konservasi in-situ, selain ditujukan untuk menjaga
biodiversitas juga ditujukan untuk menjaga situs/kawasan yang penting bagi masyarakat
adat/lokal yang bergantung untuk subsistensi, kebudayaan, maupun keagamaan.

IBSAP telah berusaha menangkap kebutuhan tersebut. Upaya tersebut tergambar dari
beberapa indikator yang mengukur pemenuhan hak masyarakat adat terhadap SDAHE di
sekitar tempat tinggalnya. Beberapa indikator tersebut diantaranya:
1) Jumlah komunitas masyarakat lokal dan adat yang memanfaatkan tumbuhan dan
satwa liar serta biota perairan secara tradisional berdasarkan kearifan lokal (8.5.2);
2) Jumlah (local community dan masyarakat adat yang difasilitasi untuk
mendapatkan akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan keanekaragaman
hayati (12.21); dan
3) jumlah kelompok yang dapat mengakses pemanfaatan keanekaragaman hayati
secara partisipatif (17.a)

Meski begitu, indikator-indikator tersebut belum mampu menggambarkan dampak
pemanfaatan terhadap kesejahteraan masyarakat adat/lokal secara substantif.
Persoalannya tidak dapat hanya berhenti pada “dapat mengakses” melainkan juga
“sejauh mana akses tersebut dapat memenuhi kebutuhannya.”

Jika kriteria KPA (atau kawasan) lainnya sejak awal tidak mempertimbangkan kepentingan
masyarakat adat/lokal, maka berpotensi terjadi pembatasan akses yang tidak adil. Bukan
karena praktik tradisional mereka secara inheren destruktif, melainkan karena penetapan
kawasan sejak awal mengabaikan kepentingan mereka. Meski IBSAP mencoba menyasar
peningkatan jumlah masyarakat adat/lokal yang memanfaatkan SDAHE, sasaran tersebut
masih belum cukup dalam memastikan kesejahteraan mereka tanpa dasar hukum yang
mewajibkan dipertimbangkannya kepentingan masyarakat adat dalam penetapan KPA/
kawasan lainnya.

Pemanfaatan tradisional oleh masyarakat adat/lokal juga terancam ketentuan pidana
dalam UU KSDAHE. Pidana dalam UU KSDAHE mengalami beberapa perubahan, yakni
dengan lebih merinci tindakan yang dilarang serta menambahkan ketentuan minimum
dan maksimum pidana. Namun perubahan ketentuan tersebut masih berisiko menjerat
masyarakat hukum adat/lokal yang melakukan pemanfaatan tradisional.

24 Article 2 CBD mendefinisikan konservasi in-situ sebagai (1) konservasi ekosistem dan habitat alami, serta (2) pemeliharaan dan
pemulihan populasi spesies yang layak, di lingkungan alaminya dan, dalam hal spesies yang dibudidayakan atau didomestikasi,
dilakukan di lingkungan tempat spesies tersebut mengembangkan sifat khasnya.
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Misalnya: (1) Pasal 40A ayat (1) diatur larangan mengambil, memburu, membeli, atau
memperjualbelikan satwa dan tumbuhan yang dilindungi; dan (2) Pasal 40B ayat (1) diatur
larangan melakukan kegiatan yang dapat mengurangi luas, menghilangkan/menurunkan
fungsi, dan melakukan kegiatan yang berakibat pada perubahan bentang alam di KPA.

Tanpa pengecualian yang jelas, ketentuan tersebut berpotensi membahayakan
masyarakat adat/lokal yang hidupnya bergantung pada pemanfaatan SDAHE
berkelanjutan di sekitarnya. Misalnya, masyarakat adat/lokal yang melakukan pemanfaatan
berkelanjutan, secara terbatas, dengan cara-cara tradisional melalui penebangan pohon
atau perburuan tradisional dapat dianggap/dipersepsikan sebagai pelaku kegiatan yang*
dapat merubah bentang alam,” dan/atau “ dapat mengurangi luas,” kawasan terlindungi.

c. Hak atas Wilayah Adat

Desain pengaturan dalam UU KSDAHE berisiko menyebabkan pencabutan hak atas
wilayah adat. Risiko ini muncul dari desain pengaturan Areal Preservasi. UU KSDAHE
memungkinkan kawasan hutan adat ditetapkan sebagai Areal Preservasi. Terhadap Areal
Preservasi berlaku ketentuan kewajiban penyelenggaraan konservasi. Dalam hal pemilik
hak tidak melaksanakan konservasi, maka pemerintah dapat mencabut hak atas kawasan
tersebut dengan ganti rugi.

Pasal 9

(1) Setiap Orang pemegang hak atas tanah di Areal Preservasi harus menjaga kelangsungan
fungsi perlindungan wilayah dengan melakukan kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya.

(2) Dalom hal Setiap Orang pemegang hak atas tanah di Areal Preservasi tidak bersedia
melakukan kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus melepaskan hak atas tanah dengan
mendapatkan ganti rugi.

Desain pengaturan tersebut berbahaya apabila praktik tradisional masyarakat adat
dipandang bertentangan dengan tujuan konservasi®® Sehingga, pengakuan kawasan
hutan adat sebagai bagian dari wilayah pelindungan sistem penyangga kehidupan belum
menjamin pemenuhan hak masyarakat adat/lokal. Secara berbalik, menimbulkan risiko
pelanggaran haknya. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan terhadap masyarakat adat, jenis
ketergantungannya, serta praktik-praktik tradisionalnya demi menghindari hal tersebut.
Pengakuan hak secara deklaratif juga dapat membantu jaminan pelindungan tersebut.

Selain risiko tersebut, terdapat persoalan lain yang masih terkait dengan kriteria. Penetapan
KPA belum menyertakan kriteria wilayah tradisional masyarakat adat/lokal. Selain
mempertimbangkan kebutuhan masyarakat adat/lokal, situs-situs yang pelestariannya
penting untuk subsistensi, kebudayaan, dan keagamaan masyarakat adat/lokal juga dapat
ditetapkan sebagai kawasan terlindungi.

25 Manggala. S., Op. Cit. hlm. 8-9.
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Meski terdapat kekurangan pengaturan, penetapan wilayah tradisional sebagai kawasan
lindung terencanakan dalam IBSAP. Beberapa indikator sasaran konservasi yang berkaitan
dengan wilayah adat, meliputi:

1) Luas wilayah indikatif hutan adat [dan hutan hak yang diusulkan] sebagai kawasan
lindung dalam penataan ruang (1.5.);

2) Luas wilayah masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-
pulau kecil yang diusulkan/difasilitasi sebagai kawasan lindung dalam penataan
ruang (1.5.2) ;

3) Luas wilayah Kelola Masyarakat adat/lokal/tradisional yang telah ditetapkan
sebagai fungsi konservasi keanekaragaman hayati (3.4.);

Meski begitu, perlu dicatat bahwa IBSAP masih bergantung pada kerangka regulasi
eksisting, tanpa rencana aksi kajian/perbaikan regulasi pada aspek wilayah tradisional.
Dengan kekurangan pengaturan UU KSDAHE, capaian terhadap sasaran-sasaran tersebut
berpotensi menghadapi kendala.

d. Partisipasi Masyarakat Adat/Lokal

Pada aspek partisipasi masyarakat adat/lokal, UU KSDAHE memiliki kekurangan besar.
Meski pelibatan masyarakat adat telah diakui dalam Pasal 37 ayat (3) UU KSDAHE,
tidak diatur mekanisme yang jelas guna memastikan pelibatan sesuai dengan prinsip
FPIC (free, prior, and informed consent). Selain masyarakat adat, kelompok masyarakat
yang perlu perhatian khusus dalam pelibatan kegiatan konservasi adalah masyarakat lokal
sekitar yang bergantung pada SDAHE. Tanpa mekanisme yang jelas, pelibatan masyarakat
adat/lokal berisiko dilakukan tidak secara bermakna.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat diperintahkan untuk diatur
dengan peraturan pemerintah. Namun perlu dipahami bahwa dalam konteks konservasi
SDAHE, pelibatan masyarakat adat bernilai hak asasi manusia, sehingga merupakan materi
muatan Undang-Undang. Meski tidak sampai dengan mekanisme teknis, namun ketentuan
umum dan prinsip-prinsip utama pelibatan harus diatur jelas dalam UU KSDAHE, meliputi:
(1) masyarakat adat akan diberikan informasi yang komprehensif mengenai rencana kegiatan
di kawasannya; (2) masyarakat adat dilibatkan dalam setiap tahapan; dan (3) masyarakat
adat dimintai persetujuan atas keputusan yang diambil.

Pengaturan yang jelas dan dapat menjamin hak masyarakat adat sangat penting dalam
pemenuhan CBD dan sasaran-sasaran KM-GBF. CBD menekankan bahwa kerangka
konservasi perlu mengakui dependensi masyarakat adat/lokal terhadap SDAHE di wilayah
tradisionalnya. Kebijakan konservasi SDAHE pada dan sekitar wilayah tradisional, meski
berpengaruh terhadap masyarakat adat. Sebagai pihak terdampak, masyarakat adat/lokal
adalah stakeholder kunci yang harus dimintai persetujuannya.

IBSAP menetapkan beberapa sasaran-sasaran terkait dengan partisipasi yang diukur
dengan beberapa indikator berikut:
1) Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan keanekaragaman
hayati (17.21);
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2) Peraturan yang mengatur keterlibatan Masyarakat Lokal, Perempuan, Pemuda,
Disabilitas dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pengelolaan
keanekaragaman hayati (17.4.1);

3) Jumlah Masyarakat Lokal, Perempuan, Pemuda, Disabilitas yang mengakses
informasi keanekaragaman hayati (17.4.2); dan

4) Terbentuk mekanisme bagi Masyarakat Lokal, Perempuan, Pemuda, Disabilitas
untuk dapat mengakses data dan informasi keanekaragaman hayati (17.5.2).

Meski telah menuju ke arah yang baik, indikator-indikator tersebut belum menangkap kualitas
partisipasi dan peraturan yang dimaksud. Sekaligus tidak sejalan dengan CBD dan KM-GBF.%®

Pelibatan masyarakat adat/lokal harus dilakukan dengan mengakui peran penting kontribusi
masyarakat adat/lokal dan pendekatan berbasis hak dalam pelaksanaan konservasi.?’
Konservasi tidak seharusnya memisahkan alam dengan kehadiran manusia. Beberapa studi
kasus menunjukan praktik tersebut (fortress conservation) dapat berakibat pada terhalangnya
pemenuhan hak masyarakat untuk mengakses kebutuhan dasarnya.?®

Sebaliknya, konservasi oleh masyarakat adat/lokal atau masyarakat tradisional seringkali lebih
efektif dalam melindungi biodiversitas dan ekosistemnya. Ketergantungan multigenerasional
masyarakat adat/lokal terhadap alam di sekitarnya menghasilkan relasi sosio-ekologis
yang mendorong struktur sosial yang dapat memfasilitasi biodiversitas dan cara hidup
yang berkelanjutan.?® Konservasi harus dilakukan berbasis masyarakat yang menempatkan
masyarakat adat/lokal sebagai subjek konservasi. Beberapa studi kasus menunjukan efektivitas
praktik tersebut.®

Mekanisme pelibatan masyarakat adat/lokal secara bermakna perlu dilengkapi dengan
mekanisme resolusi konflik/ketidaksepahaman lainnya. Mekanisme resolusi konflik yang
adil, disepakati bersama, dan mengikat penting untuk menghindari konflik antara pengelola
konservasi dengan masyarakat adat/lokal dalam kerja sama, dan menghindari gangguan
terhadap upaya konservasi maupun hak masyarakat adat. Saat ini UU KSDAHE tidak mengatur
ketentuan tersebut, maupun IBSAP tidak mengatur rencana aksi ke arah tersebut.

26 Selanjutnya lihat Tabel 1 Pasal 8 CBD dan Section C KM GBF. hlm 14

27 Lebih lanjut lihat section C huruf (a) dan (g) KM-GBF.

28 Studi kasus di Taman Nasional Salonga, Kongo, menunjukan bahwa pendekatan fortress conservation mengakibatkan konflik
antar masyarakat akibat keterbatasan akses sumber daya, malnutrisi, dan kasus kekerasan oleh aparat anti perburuan liar terhadap
masyarakat adat/lokal. Studi kasus di India menunjukan upaya konservasi harimau telah menggusur 100.000 masyarakat adat/lokal
dari tempat tinggalnya. Selengkapnya lihat: David R Boyd and Stephanie Keene, “Human rights-based approaches to conserving
biodiversity: equitable, effective and imperative,” UN Special Rapporteur on Human Rights and the Environment, 2021. Hlm. 8.

29 Ibid. Hlm. 4-11.

30 Studi kasus di Taman Nasional Thaidene Néné Kanada menunjukan bahwa pelibatan penduduk sekitar tidak hanya berhasil
dalam menjaga biodiversitas dan ekosistem, namun juga juga memfasilitasi gaya hidup tradisional dan hak kebudayaan
masyarakat adat/lokal tersebut. Studi kasus di Taman Nasional Perairan Cabo Pulmo di Mexico menunjukan bahwa inisiatif
masyarakat lokal dalam mengembangkan sistem pelindungan biodiversitas berhasil meningkatkan biomassa ikan lebih dari
460% (1990-2009). Selengkapnya lihat: Ibid. Hlm. 14-15.
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3. Aspek Penegakan Hukum

Pada aspek penegakan hukum, UU KSDAHE 1990 memiliki dua masalah. Pertama, rentan
terjadi pemidanaan secara tidak adil terhadap masyarakat adat/lokal. Kedua, tidak adanya
mekanisme pemantauan atau monitoring untuk memastikan kepatuhan. Ketiga, absennya
restriksi serta ancaman sanksi pada KKP WP3K dan Areal Preservasi. Berkenaan dengan poin
pertama, UU KSDAHE 2024 menerapkan beberapa perubahan mendasar terhadap ketentuan
pidana, meliputi:
a. Menghapuskan perbedaan antara kelalaian dan kesengajaan dalam ketentuan pidana
konservasi;*
b. Menambahkan sanksi pidana korporasi dengan ancaman yang sedikit lebih berat;*
dan
c. Menerapkan sistem minimum dan maksimum sanksi pidana.

Pada aspek pengenaan pidana, UU KSDAHE diperkuat pasca revisi. Tidak dibedakannya antara
kelalaian dan kesengajaan dalam ketentuan pidana berarti UU KSDAHE 2024 berorientasi
pada terjadi atau tidaknya tindakan yang dilarang, tanpa memperhatikan unsur niat. Secara
pembuktian ketentuan tersebut lebih mudah dipenuhi.

UU KSDAHE 2024 juga telah mengakui kekhususan tindak pidana korporasi, baik dari segi
ancaman pidana yang sedikit lebih berat, hingga jenis pidana tambahan yang meliputi biaya
rehabilitasi hingga pembubaran korporasi. Keberadaan sanksi minimum juga menegaskan
keseriusan pelanggaran ketentuan konservasi dalam UU KSDAHE 2024. Meski begitu, ketiadaan
pengecualian terhadap kegiatan tradisional, utamanya dalam rangka pemenuhan subsistensi
membuat UU KSDAHE berisiko menjerat masyarakat adat/lokal secara tidak adil.

UU KSDAHE juga sama sekali tidak mengatur mekanisme pelaksanaan pemantauan maupun
memerintahkan pelaksanaan pemantauan. Dari ketentuan UU KSDAHE, setidaknya beberapa
aktivitas membutuhkan pemantauan, meliputi:
a. pemantauan kondisi KSA, KPA, KKP WP3K dan Areal Preservasi;
b. pemantauan kegiatan dan kepatuhan terhadap restriksi di KSA, KPA, KKP WP3K dan
Areal Preservasi;
c. pemantauan restriksi berkenaan dengan spesies dilindungi;
pemantauan pelaksanaan pemulihan; dan
pemantauan peralihan izin kegiatan akibat penetapan Areal Preservasi.

Selain itu, berbeda dengan KSA dan KPA yang menerapkan restriksi tertentu di dua kawasan
tersebut, UU KSDAHE tidak mengatur restriksi pada KKP WP3K dan Areal Preservasi. Terdapat
ancaman sanksi administratif bagi yang tidak bersedia melaksanakan konservasi SDAHE di

31 Dalam UU KSDAHE 1990, terdapat perbedaan sanksi antara kegiatan yang dilakukan secara sengaja dan atas dasar kelalaian.
Contohnya, hukuman untuk pengurangan fungsi konservasi secara sengaja dihukum maksimum 10 tahun penjara dan denda
Rp. 200 juta. Namun dalam hal dilakukan atas dasar kelalaian maka dihukum maksimal kurungan 1 tahun dan denda maksimal
Rp. 100 juta. Lebih lanjut lihat Pasal 40 UU KSDAHE 1990.

32 Dalam UU KSDAHE 1990 tidak ditegaskan sanksi pidana bagi pelaku korporasi. Dalam Pasal 40-40C, pelaku tindak pidana
dibedakan antara perorangan dengan korporasi dengan ancaman hukuman yang sedikit lebih berat dan tambahan pidana lainya,
hingga misalnya pembubaran.
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tanah haknyayang ditetapkan sebagai Areal Preservasi, namun tidak untuk kegiatan perusakan.

ldealnya, pengenaan sanksi yang tegas juga harus diseimbangkan dengan pengecualian yang
jelas terhadap jenis-jenis aktivitas tertentu, seperti praktik tradisional masyarakat adat/lokal
sekitar yang memanfaatkan SDAHE secara terbatas untuk kepentingan subsistensi. Diperlukan
pula aturan restriksi pada KKP WP3K dan Areal Preservasi yang dilengkapi dengan sanksi, serta
mekanisme monitoring untuk memastikan kepatuhan. Terutama, perlu disebutkan secara
jelas subjek yang dibebani dengan kewajiban melakukan monitoring.

Sebagai mekanisme penegakkan, UU KSDAHE dilengkapi dengan sanksi administratif
dan sanksi pidana, baik terhadap individu atau perusahaan. Sanksi administratif dikenakan
terhadap pelanggaran ketentuan mengenai Areal Preservasi. UU KSDAHE mewajibkan setiap
orang dengan perizinan berusaha di Areal Preservasi untuk melakukan penyesuaian perizinan
berusaha. Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan tersebut, maka diancam
dengan sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;
penghentian sementara kegiatan usaha;
penutupan lokasi;
denda administratif; dan/atau

® a0 o

pencabutan perizinan berusaha.®

Meski begitu UU KSDAHE belum mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme penegakan
sanksi tersebut. Pasal 9 ayat (7) UU KSDAHE memerintahkan agar ketentuan lebih lanjut
mengenai pengenaan sanksi diatur dalam peraturan pemerintah.

Sedangkan sanksi pidana dikenakan terhadap larangan-larangan di kawasan terlindungi dan
larangan mengenai pelindungan spesies dilindungi. Beberapa ketentuan yang disanksi pidana
diantaranya:
a. mengurangi luas, menghilangkan/menurunkan fungsi, dan mengubah bentang alam
di KSA;
menambah jenis dan memasukan spesies tidak asli ke KSA;
c. mengambil, menebang/membunuh, memiliki, memelihara, mengangkut, dan
memperdagangkan spesies dilindungi atau bagian-bagiannya.?

UU KSDAHE menerapkan sanksi minimum dan maksimum dalam ketentuan pidana. Rentang
ancaman pidana paling ringan dalam UU KSDAHE adalah 2 tahun penjara dan denda kategori
lll. Sedangkan rentang ancaman pidana paling berat adalah 20 tahun penjara dan denda
kategori VIII. Ketentuan pidana berlaku untuk perorangan dan korporasi, dengan tambahan
pidana korporasi berupa diantaranya biaya ganti rugi, biaya rehabilitasi, hingga pembubaran.®

33 Pasal 9 UU KSDAHE
34 Lebih lanjut lihat Pasal 40-40C UU KSDAHE.
35 Lebih lanjut lihat Pasal 40-40C UU KSDAHE.




Kesimpulan dan
Rekomendasi

UU KSDAHE memiliki sejumlah kelemahan yang terbagi dalam tiga aspek:

1.

Pelindungan berbasis kawasan: UU KSDAHE belum secara memadai melindungi
Key Biodiversity Areas (KBA) dan ekosistem penting. Terdapat celah hukum dalam
pengaturan areal konservasi yang berpotensi melemahkan upaya konservasi, tata
kelola konservasi darat dan perairan yang kurang jelas, serta mekanisme pemulihan
ekosistem terdegradasi yang belum memadai.

Peran serta masyarakat adat/lokal: UU KSDAHE belum mengakui hak masyarakat
adat/lokal secara memadai dalam upaya konservasi SDAHE. Kepentingan masyarakat
adat belum sepenuhnya diakomodasi, termasuk risiko terhadap hak atas wilayah
tradisional dalam pengaturan Areal Preservasi. Selain itu, mekanisme partisipasi
masyarakat masih kurang, terutama yang sesuai prinsip Free, Prior, and Informed
Consent (FPIC).

Penegakan hukum: UU KSDAHE belum mengatur tata cara pemantauan yang
komprehensif atau menerapkan restriksi pada kawasan terlindungi seperti KKP WP3K.

Sebagian kelemahan tersebut diatasi melalui rencana aksi IBSAP, meskipun beberapa

masalah masih belum cukup teratasi. Hal ini dapat memengaruhi kemampuan Indonesia

untuk memenuhi ketentuan CBD dan sasaran KM-GBF 2030, termasuk:

1.

2.
3.
4

o

Sasaran 1: Mengurangi hilangnya biodiversitas mendekati nol.

Sasaran 2: Memulihkan 30% ekosistem terdegradasi.

Sasaran 3: Mengonservasi 30% daratan, badan perairan, dan lautan.

Sasaran 13: Meningkatkan distribusi manfaat sumber daya genetik dan pengetahuan
tradisional.

Sasaran 21: Memastikan keterjangkauan akses pengetahuan untuk konservasi.
Sasaran 22: Memastikan partisipasi dalam pengambilan keputusan, keadilan, dan
akses informasi terkait biodiversitas

KM-GBF, Perlu dipastikan agar peraturan-peraturan turunan tersebut, harus menjawab

kekurangan UU KSDAHE. Kajian ini merekomendasikan hal sebagai berikut:

1.

2.

Aturan turunan mengenai penetapan kawasan terlindungi mencakup kriteria KBA dan
ekosistem penting.

Aturan turunan mengenai penetapan kawasan terlindungi bisa mengoneksikan
antara kriteria situs/kawasan dengan prioritas jenis pelindungannya, utamanya

©
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10.

.

ketika dihadapkan dengan Areal Preservasi yang dapat berpotongan dengan kawasan
terbangun. Perlu ada kriteria yang jelas, seperti threshold dalam menentukan suatu
situs/kawasan harus dibiarkan secara alami, harus dilakukan pembinaan ekosistem,
dapat dimanfaatkan secara terbatas, diterapkan pembatasan aktivitas, dan sejenisnya.
Tata cara penetapan kawasan terlindungi, meliputi luas dan batas-batasnya
memperhitungkan kepentingan masyarakat adat/lokal yang bergantung pada SDAHE,
baik untuk subsistensi, kebudayaan, keagamaan, dan pemenuhan hak lain. Situs/
kawasan dengan signifikansi tertentu bagi masyarakat adat/lokal menjadi salah satu
kriteria ditetapkannya suatu situs/kawasan sebagai kawasan terlindungi.

Aturan turunan harus mengakomodir pemulihan ekosistem terdegradasi di luar KSA,
KPA, KKP WP3K, dan Areal Preservasi.

Aturan turunan mengenai penetapan/pengelolaan kawasan terlindungi bisa
mendudukan ekosistem terdegradasi sebagaimana poin 4, secara jelas dalam
kerangka konservasi SDAHE di Indonesia. Ketika suatu kawasan direhabilitasi, maka
bagaimana status kawasan tersebut. Penetapan status penting karena dalam upaya
rehabilitasi kawasan terdegradasi mungkin memerlukan restriksi kegiatan di kawasan
tersebut, apakah suaka margasatwa, taman nasional, atau status lain sama sekalli.
Perlu aturan turunan yang mengatur tata cara pemulihan ekosistem terdegradasi,
mulai dari pengidentifikasian, penghentian penyebab degradasi, serta tindakan dan
kegiatan lain yang relevan.

Aturan turunan mengenai pengelolaan KSA, KPA, dan KKP WP3K menggariskan
pembagian kewenangan dan alur koordinasi yang jelas, utamanya dalam kawasan-
kawasan yang bertautan, seperti mangrove dan perairan laut.

Aturan turunan mengatur secara detail partisipasi masyarakat adat/lokal dalam
semua tahap pelaksanaan konservasi SDAHE sesuai dengan prinsip FPIC. Perlu
dipastikan bahwa (1) masyarakat adat akan diberikan informasi yang komprehensif
mengenai rencana kegiatan di kawasannya; (2) masyarakat adat dilibatkan dalam
setiap tahapan; dan (3) masyarakat adat dimintai persetujuan atas keputusan yang
diambil. Masyarakat adat/lokal ditempatkan sebagai partner upaya konservasi.
Aturan turunan menjelaskan restriksi-restriksi di KKP WP3K dan Areal Preservasi dan
menjawab kekurangan mekanisme monitoring terhadap pelaksanaan ketentuan
dalam UU KSDAHE.

Perlu ada mekanisme penyelesaian konflik secara damai dalam hal terjadi
ketidaksepahaman antara pengelola konservasi dengan masyarakat adat/lokal.
Termasuk untuk menghindari pendekatan pidana. Penyuluhan/edukasi masyarakat
adat/lokal meliputi pembekalan kesadaran hak, upaya-upaya hukum dan non hukum
untuk akses keadilan, dan kesadaran politik. Rekomendasi ini semakin relevan
utamanya dengan semakin merincinya kegiatan-kegiatan dalam KPA yang berpotensi
menjerat masyarakat adat/lokal dengan praktik tradisionalnya.

Perlu ada indikator keberhasilan konservasi yang dapat mengukur kesejahteraan
masyarakat adat/lokal di sekitar kawasan konservasi.
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12.

13.

14.

Diperlukan aturan yang merinci hak-hak masyarakat adat sebagai hak hukum,
utamanya yang berkaitan dengan konservasi SDAHE.

Diperlukan kajian terhadap regulasi eksisting dalam rangka mengidentifikasi hambatan
pelaksanaan kelompok aksi IBSAP.

Dalam pelaksanaan kelompok aksi IBSAP, terdapat kemungkinan besar dapat
teridentifikasi kendala-kendala regulasi eksisting dalam melaksanakan kelompok aksi
IBSAP. Kendala-kendala tersebut perlu dipetakan dengan baik dan dijadikan dasar
perumusan rencana aksi perbaikan regulasi untuk pelaksanaan konservasi jangka
panjang (pasca 2030)




Sebagai catatan, implementasi UU KSDAHE membutuhkan pengaturan lebih lanjut dalam

peraturan pemerintah, dengan 17 perintah pengaturan yang masih harus dirumuskan.

Tabel 4. Ketentuan Pengaturan Lebih Lanjut UU KSDAHE

No.

Pasal

Ketentuan Pengaturan Lebih Lanjut

Diatur
Dalam

Pasal 5A ayat (9)

Tata cara penunjukan dan/atau penetapan dan
kegiatan konservasi di KSA, KPA, dan KKP WP3K.

PP

Pasal 8 ayat (6)

Penyelenggaraan wilayah perlindungan sistem
penyangga kehidupan dan penetapan Areal
Preservasi.

PP

Pasal 9 ayat (7)

Kegiatan KSDAHE di Areal Preservasi, termasuk
kewajiban fungsi pelindungan pemegang hak,
kompensasi, pendanaan, alih perizinan, dan
sanksi.

PP

Pasal 13 ayat (5)

Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan
satwa beserta ekosistemnya, serta pengawetan
spesies di dalam dan luar habitat.

PP

Pasal 18 ayat (2)

Pengusulan Kawasan Suaka Alam dan kawasan
tertentu lainnya sebagai Cagar Biosfer atau
status internasional lainnya.

PP

Pasal 23 ayat (3)

Tumbuhan dan satwa yang berasal dari luar
negeri.

PP

Pasal 26 ayat (3)

Pemanfaatan sumber daya genetik tumbuhan
dan satwa liar.

PP

Pasal 34 ayat (7)

Pengelolaan Taman Nasional, Taman Hutan Raya,
dan Taman Wisata Alam, serta pemanfaatan jasa
lingkungan.

PP

Pasal 36A ayat
)

Pendanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemnya.

PP

10

Pasal 37 ayat (5)

Peran serta masyarakat.

PP
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1

Pasal 16 ayat (2)

Penerapan dan pemanfaatan wilayah sebagai
kawasan suaka alam dan penetapan wilayah
berbatasan sebagai daerah penyangga.

PP tersendiri

12

Pasal 17 ayat (3)

Kegiatan litbang, sains, edukasi, dan wisata di
cagar alam dan margasatwa.

PP tersendiri

13

Pasal 20 ayat (3)

Penggolongan spesies yang dilindungi.

PP tersendiri

14

Pasal 22 ayat (2)

pengecualian terhadap larangan mengenai satwa
dilindungi untuk keperluan tertentu

15

Pasal 25 ayat (2)

Pengawasan jenis tumbuhan dan satwa
dilindungi, hanya untuk pemeliharaan atau
pengembangbiakan oleh lembaga khusus.

PP tersendiri

16

Pasal 29 ayat (2)

penetapan suatu wilayah sebagai kawasan
pelestarian alam dan penetapan wilayah
yang berbatasan dengannya sebagai daerah

penyangga

PP tersendiri

17

Pasal 36 ayat (2)

Pemanfaatan spesies liar.

PP tersendiri
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Profil Satya Bumi

Satya Bumi adalah organisasi kampanye lingkungan, yang didirikan pada Agustus 2022. Satya
Bumi memiliki tujuan melindungi hutan, keanekaragaman hayati, dan ekosistem penting dengan
mengutamakan hak asasi manusia serta memperkuat peran masyarakat lokal dan adat. Satya
Bumi berupaya membawa perubahan positif melalui pengurangan ancaman terhadap alam dan
mendorong pemerintah serta perusahaan untuk meningkatkan akuntabilitas lingkungan dan hak
asasi manusia dalam kebijakan dan bisnis mereka.

Visi melestarikan hutan dan keanekaragaman hayati serta melindungi ekosistem alam yang vital

dengan mengedepankan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.

Misi menciptakan langkah-langkah transformasional untuk mendorong pemerintah dan sektor
swasta berperan aktif dalam memenuhi komitmen untuk melestarikan lingkungan dan mengatasi

krisis iklim.

Agenda kampanye Satya Bumi berfokus pada dua isu utama: lingkungan dan hak asasi manusia,
yang menjadi tantangan besar dan mendesak. Kedua isu ini diterjemahkan ke dalam empat
dimensi kerja utama: 1) Perlindungan hutan dan keanekaragaman hayati, 2) Krisis iklim dan transisi
energi berkelanjutan, 3) Pembelaan hak asasi manusia atas lingkungan, dan 4) Bisnis dan hak asasi

manusia.

Alamat:

JI. Palapa VIl No.9, RW.5,

Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520
Email: info@satyabumi.org

Laman: http:/www.satyabumi.org
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